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Abstract

In the adat of the people of Sumatra, the majority of the people are Muslims, therefore automatically all aspects
of their life must be based on Islam. Thus, from the implementation of inheritance, the community should use a
system derived from Islamic law as their religion and belief. The method used in this study is a descriptive
method which is carried out by observing, understanding and describing an event with a complete analysis, in
this case data on the customary inheritance system in Sumatra. Thus it can be concluded that: 1) the Simalungun
people continue to carry out their customary law to complete the distribution of inheritance, even though the
majority of them have embraced Islam; 2) Implementation of inheritance in Minangkabau custom is divided into
two kinds of ways and there are also two kinds of inheritance, namely high inheritance inherited from the female
lineage; and lower inheritance which in its implementation is in accordance with Islamic inheritance law; 3) The
Basemah indigenous people still adhere to the concept of patrilineal genealogy. This system is one in which the
eldest son, who is often the male, becomes the sole owner of the assets of his parents and predecessors and does
not transfer them to heirs.

Keywords: Inheritance, Sumatran Custom, Magashid Sharia.

Pendahuluan

Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam adat istiadat, yang masing-masing
memiliki ciri khas tersendiri. Adat-istiadat ini masih berlaku di tempat-tempat tradisional
maupun yang telah bermigrasi dan meluas ke seluruh Indonesia. Karena keberadaan ahli
waris didasarkan pada kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan, maka sistem
pewarisan dan kekerabatan sangat erat berlaku dalam masyarakat. Penduduk asli Indonesia
memiliki sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental-bilateral. Berasal dari garis
keturunan bapak dalam sistem patrilineal. (Nurmansyah, 2019). Misalnya di Simalungun
Sumatera Utara. Garis keturunan ibu dianggap dalam sistem matrilineal.yaitu dalam tradisi
Minangkabau dari Sumatera Barat. Garis keturunan ibu dan ayah digunakan dalam sistem
parental bilateral. seperti dalam Adat Jawa.

Karena dianggap bahwa semua anggota suatu kaum adalah keturunan dari nenek
moyang yang sama, maka sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia
didasarkan atas keturunan, yaitu suatu kesatuan hukum yang semua anggotanya terikat
sebagai satu kesatuan. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan ini harus tunduk
pada hukum adat dan sangat dipengaruhi oleh garis keturunan. Oleh karena itu, struktur
kekerabatan yang sangat berpengaruh dalam praktik pembagian warisan inilah yang
menyebabkan terjadinya variasi dalam cara pembagian warisan antar individu di Indonesia.
(Wiryono 1983)

Mengenai kajian yang telah dilakukan oleh orang lain tentang warisan adat Sumatera
yaitu: Warisan adat di Sumatera Utara. Banyak daerah di Sumatera Utara, termasuk daerah
Sumando, tetap menggunakan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu atau
matrilineal. Ini adalah adat yang berasal dari keturunan pesisir dan mengikuti sistem
kekerabatan ibu, atau dikenal dengan istilah matrilineal, di kalangan masyarakat Adat
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Sumando di Kecamatan Natal. Dalam hal pembagian warisan, anak perempuan akan
menerima pembagian harta yang lebih besar daripada anak laki-laki karena ibu lebih
berkuasa dalam garis keturunan ibu (Nasution, 2020).

Masyarakat Adat Basemah, sebaliknya, tinggal di Sumatera Selatan dan menggunakan
sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah. Sistem patrilineal digunakan dalam
budaya Adat Basemah, dan anak laki-laki tertua yang sudah dewasa atau memiliki keluarga
berhak atas warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan.

Penggunaan sistem patrilineal ini memiliki akibat hukum, termasuk pengusiran
seorang perempuan dari keluarganya sebagai akibat dari perkawinannya (seringkali dengan
sistem pembayaran uang yang jujur), di mana ia masuk dan menjadi milik suaminya. Adanya
kebutuhan untuk menyetarakan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal
pewarisan seiring perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, politik,
ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

Hukum Waris, sebagaimana didefinisikan dalam KHI (Kompilasi Peraturan
Perundang-undangan Islam) pasal 171 KHI, adalah badan hukum yang mengatur peralihan
hak milik kepada ahli waris (tirkah), serta siapa yang berwenang untuk menentukan siapa
yang akan mewarisi dari siapa dan berapa harta warisan yang akan diterima oleh masing-
masing ahli waris..

Undang-undang yang mengatur peralihan harta dari satu generasi ke generasi
berikutnya dikenal sebagai hukum waris. Menurut Van Dijk (Hukum Adat Indonesia),
hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur bagaimana harta benda, baik berwujud
maupun tidak berwujud, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya.
Ter Haar juga memperdebatkan gagasan hukum waris adat (Wignojodipoero, 1988). Hukum
waris adat adalah asas hukum yang mengatur bagaimana mewariskan dan mengalihkan baik
harta berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, salah satu hukum dalam Islam yang mengatur secara
tegas perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih
hidup dikenal dengan faraidh. Mengenai hukum waris Islam, berbeda dengan hukum waris
lainnya dalam hal tertentu dan juga memiliki corak tersendiri (Amir Syarifudin, 1984).

Didalam Surat An-Nisa aya 11 dijelaskan mengenai pembagian warisan secara rinci
agar tidak diabaikan sebagaimana yang Allah Syariatkan didalam ayat ini:

EM\@oh\,w&u\jﬁq}umu@auﬁﬁ\d}sguusuucghmj\hdu,sqnesw,\@m\esmy
M)nﬁaﬁ\du\&u\ﬁ &_\U\MJ\AAJJ\MJJJJJ‘\JL)S.\?JL)U ﬂjdulsu\d‘).}\ju\ M\LAG_\.AJA\JJSXM)JYJ
LA.\L:UISATJ\U\ Aﬁ\uAMﬁ Meﬂuﬁ\?y\u)‘)myesju\jé)h\ u.\ﬁj\l.@_a@aymjmwwmﬂ\

(11:eladll) WiSa

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah lebih dari dua, maka
bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua
ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang
meninggalkan) mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia
diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
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diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana (An-Nisa ayat 11).

Peneliti memusatkan penelitian di tiga wilayah karena luasnya wilayah penelitian
yang akan dicakup mengenai pewarisan adat di Sumatera. Secara spesifik, suku Batak tinggal
di Sumatera Utara, suku Minangkabau tinggal di Sumatera Barat, dan suku Basemah tinggal
di Sumatera Selatan. Berdasarkan magasid syari'ah, kajian tentang pewarisan adat yang telah
dilakukan dan sedang dilakukan oleh para peneliti, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
penduduk setempat beragama Islam, dan budaya adat sehari-hari juga mencerminkan budaya
Islam. Islam, tetapi mengapa mereka tetap menggunakan standar adat daripada prinsip Islam
untuk masalah waris atau pembagian warisan, maka masalah ini akan lebih problematis.

Peneliti menemukan bahwa mayoritas penduduk Sumatera masih menganut sistem
pewarisan tradisional dibandingkan dengan sistem pewarisan Islam. Sebagai gambaran
pembagian harta warisan dalam Islam, seorang laki-laki akan menerima harta warisan dua
kali lipat dari seorang perempuan. Sebagai perempuan, meskipun di banyak bagian
Sumatera, hukum adat masih mengatur bagaimana pembagian warisan; misalnya, di wilayah
Simalungun, hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan, sedangkan anak
perempuan tidak. Di Minangkabau, laki-laki tidak menerima warisan apapun; hanya
perempuan yang melakukannya. Di Basemah Pagar Alam hanya putra tertua yang menerima
warisan; anak laki-laki lainnya tidak. Apakah sistem pewarisan adat yang ada di beberapa
daerah di Sumatera masih menggunakan sistem pewarisan berdasarkan takharuj pada
mazhab Hanafi?, Maqgasid syari‘ah, atau hukum waris Islam, ditetapkan Allah untuk
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda serta untuk kemaslahatan hidup
manusia.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Simalungun

Salah satu nama suku di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara adalah Simalungun.
Pembicaraan kali ini mengungkapkan bahwa masyarakat Simalungun tetap menjalankan
hukum adatnya untuk menuntaskan pembagian warisan, meskipun mayoritas dari mereka
telah memeluk agama Islam. Ada beberapa pertanyaan, seperti mengapa menganut hukum
adat ketimbang hukum Islam. Jawaban informan ringkas dan pasti. Mayoritas narasumber
mengklaim bahwa hukum adat diterapkan di Simalungun sebelum Islam dan peraturannya
berlaku. Disimpulkan bahwa mereka telah lama mempraktekkan hukum adat.

Hukum Islam melarang anak perempuan dan janda diakui sebagai ahli waris, sehingga
agama mengabulkan keduanya. Ketentuan Al-Qur'an yang menunjuk anak perempuan dan
janda sebagai ahli waris sebenarnya merupakan kelonggaran besar yang dilakukan
masyarakat Arab, yang menggunakan tatanan kekerabatan patrilineal. Bahkan perempuan
digolongkan oleh hukum adat Simalungun sebagai “seseorang yang tidak bisa memberikan
apapun untuk kehidupan keluarga atau suku”. Anak perempuan tidak akan menerima apapun
dari harta orang tuanya karena dianggap tidak berharga.

Di sini Al-Qur'an hadir dengan menetapkan bahwa perempuan dan janda adalah
ashabul furudh dengan pembagian tertentu. Seorang anak perempuan mendapat kesempatan
untuk mendapat warisan, misalnya Y2 jika ia sendiri, dan 2/3 jika ia tidak sendiri, dan juga
mendapat 1 bagian jika kedua anak laki-lakinya menjadi ahli waris bersama. Bagi seorang
janda, kemungkinan mendapat ¥4 jika ahli waris tidak memiliki anak, atau 1/8 jika ahli waris
memiliki anak. Dalam Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam, seorang janda
berhak menerima %2 dari harta bersama yang ditinggalkan oleh suaminya.
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2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Adat Minangkabau berasal dari Sumatera Barat yang sistem pewarisannya bersifat
matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Ada persamaan dan variasi antara sistem
pewarisan yang digunakan dalam adat Minangkabau dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Karena harta tersebut dimiliki oleh Milk Al-Ragabah, maka konsep harta waris rendah
artinya termasuk dalam harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan lainnya
adalah penggunaan sistem pewarisan secara kolektif, seperti yang terdapat dalam Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 189 yang terakhir tentang hibah. Dalam tradisi
Minangkabau, pemberian yang tepat adalah yang ditentukan oleh hukum Islam (figh).

Banyak orang Minangkabau memeluk agama Islam. Dua lingkup pengaruh yang
membentuk masyarakat Minangkabau adalah adat dan agama. Kedua otoritas tersebut
memiliki nilai yang dikenal dengan undang-undang yang mengamanatkan bahwa
masyarakat Minangkabau memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, yaitu menjunjung tinggi
adat Minangkabau dan agamanya sebagai pemeluk Islam. Inilah intisari dari Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah masyarakat Minangkabau. Persyaratan agar hukum adat
menganut syari‘ah, atau hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,

Secara umum, pewarisan mengacu pada pembagian harta benda orang yang meninggal
kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah warisan abadi Islam. Akan tetapi, adat
Minangkabau memandang warisan sebagai pengalihan tugas pengurusan dan pengawasan
atas harta peninggalan nenek moyang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, bukan
sebagai cara untuk mewariskan kepemilikan barang atau pembagian harta kekayaan dari
yang telah meninggal. ”Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari niniek
turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan” Menurut adat Minangkabau, warisan adalah
sesuatu yang diwariskan kepada anak sesuai dengan garis ibu.Selanjutnya, kepemilikan harta
dalam adat Minangkabau menganut prinsip kolektif dan komunal yang berarti kepemilikan
bersama. Sedangkan waris dalam Islam menganut asas individual, yaitu setiap orang berhak
memiliki harta warisan tanpa terikat oleh apapun.

Pengertian pewarisan bilateral dianut dalam Islam, artinya semua keluarga (ayah dan
ibu) serta keturunan laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan menurut norma-
norma yang telah ditetapkan. Secara khusus, hubungan kekerabatan, perkawinan, dan
pembebasan budak. Namun menurut tradisi Minangkabau, hanya mereka yang mengakui
ahli waris dari garis ibu atau perempuan yang mengikuti konsep bilateral. Karena adat
Minangkabau mengikuti struktur kekerabatan matrilineal, artinya keturunan diambil dari
garis ibu.

Karena variasi ini, muncul banyak ide dan hipotesis tentang hukum waris
Minangkabau. Ada yang berpendapat bahwa sistem mewariskan harta Minangkabau
melanggar Syariat Islam. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy (Imam Masjidil
Haram Keturunan Minangkabau) yang menerbitkan kitab pada akhir abad ke-19 di Mekkah
(Dakwah untuk mendengar tentang penolakan warisan saudara dan anak ketika ada orang
tua dan anak). Safrudin Halimy Kamaluddin juga menyuarakan pendapatnya dengan
mengatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal adat waris orang Minangkabau.

Adapun Tentang mereka yang berpendapat bahwa pewarisan harta di Minangkabau
sesuai dengan syariat Islam bukannya bertentangan. Abdul Malik Karim Amrullah, salah
seorang murid Al-Ahmad Khatib Al-Minangkabawy mengungkapkan pandangan tersebut.
Menurutnya, harta warisan di Minangkabau tidak bertentangan dengan syariat Islam. la
meyakini bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, harta warisan sebanding
dengan harta wakaf dan musabalah.
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Sudut pandang kedua adalah membedakan antara aset warisan dan aset saat ini.
Menurut hukum adat, pewarisan dilakukan dengan cara diwariskan secara bersama-sama dari
generasi ke generasi menurut garis ibu (matrilineal). Gunakan undang-undang Faraidh untuk
aset hidup juga.

3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Basemah Pagar Alam

Adat Basemah tentang pewarisan tetap menggunakan hukum adat sebagai aturan
umum tentang cara pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara
umum, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan tidak.

Banyak masyarakat Basemah yang menerapkan sistem pewarisan yang didominasi
laki-laki. Sistem mayorat ini adalah sistem di mana anak laki-laki tertua yang seringkali laki-
laki menjadi pemilik tunggal harta kekayaan orang tua dan pendahulunya dan tidak
mengalihkannya kepada ahli waris (Zuhraini, 2018).

Masyarakat adat Basemah tetap memegang teguh konsep silsilah masyarakat
patrilineal. Masyarakat patrilineal adalah jenis masyarakat yang hukum adatnya berasal dari
garis keturunan laki-laki. Hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi di desa Mutar Alam
Lama, sedangkan suku Basemah mengikuti adat yang sama di desa Bintuhan terdekat.
Namun praktik pembagian harta pusaka berbeda dengan yang dilakukan suku Basemah di
desa Mutar Alam Lama, tepatnya di desa Bintuhan. Walaupun berbeda dengan apa yang
dikatakan KHI dan Al-Qur'an, anak perempuan tetap mendapatkan warisan.

4. Tinjuauan Umum Tentang Kewarisan
Ditemukan penelitian dengan tema yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu:

Pertama, (Amir Syaifudin, 2001) Menurut penjelasan Amir Syaifudin yang tertuang
dalam bukunya “Hukum Waris dalam Peradaban Adat Aneuk Jamee di Aceh”, Aceh
menggunakan syariat Islam, sistem hukum waris untuk menentukan siapa yang akan menjadi
ahli waris dan bagaimana harta warisan itu akan dibagikan. Ibu menerima 1/6 dari warisan,
sedangkan ayah menerima 1/6. Menurut Ashobah, anak laki-laki akan menerima sisa warisan
mereka, dan anak perempuan akan menerima setengah dari warisan mereka. Namun,
pembagian warisan antara putra dan putri adalah 2:1. Dan karena ahli waris mempunyai anak
atau keturunan, maka saudara ahli waris tidak mendapat apa-apa karena dianggap tertutup
atau mahjub.

Kedua, (Tamara, 1965). Hukum adat Indonesia, atau Subekti (Yurisprudensi
Mahkamah Agung, 15-16.R). Ketika pihak-pihak yang terlibat membawa masalah ini ke
Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, masalah anak
perempuan yang ditunjuk sebagai ahli waris, seperti yang terjadi di Tanah Karo, mengemuka
dan menyebar ke seluruh negeri, seperti yang diceritakan Subekti. Putusan Mahkamah
Agung No. 179/K/Sip/1961 tentang kasasi penggugat akhirnya diterbitkan pada tanggal 23
Oktober 1961. Dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa putra dan putri memiliki hak
yang sama untuk mewaris harta orang tuanya jika terjadi gugatan.

Ketiga, menurut penjelasan yang diberikan dalam LKAAM (Lembaga Kepadatan
Adat Minangkabau) untuk harta kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun, menurut
garis keturunan ibu, dari ninik kemamak, dari mamak ke keponakan, pusaka yang tinggi
sesuai dengan penjelasan ini (M. Rasjid). Hutan tinggi yang dikenal sebagai "Ulayat" adalah
warisan tinggi, menurut M. Rasjid Manggis. Hutan, ladang, bukit, gunung, danau, rawa,
sungai, dan lembah semuanya dianggap sebagai bagian dari warisan tinggi.

Keempat, (Syarifuddin) menguraikan tiga prinsip dasar hukum waris adat
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Minangkabau. (1) Asas sepihak, hak waris hanya menyangkut satu garis kekerabatan, yaitu
kekerabatan dari ibu (matrilineal). Jika diwariskan dari atas, mungkin turun dari garis ibu
dari nenek moyang. jika anak perempuan telah mewariskannya kepada generasi mendatang.
(2) Gagasan bahwa hak waris tidak boleh diperuntukkan bagi individu melainkan dimiliki
oleh semua orang. Akibatnya, warisan tidak dipartisi melainkan diwariskan secara kolektif.
(3) Konsep keutamaan, yang menyatakan bahwa dalam mewariskan sesuatu terdapat
tingkatan hak yang berbeda yang membuat satu pihak lebih berhak dari pihak lain selama
pemilik aslinya masih hidup.

Simpulan

Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa dalam Q.S An-Nisa ayat 11
menjelaskan bahwa dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan
yaitu dua banding satu. Di dalam Adat masyarakat Sumatera mayoritas masyarakat beragama
Islam, oleh karena itu secara otomatis segala aspek kehidupannya harus berasaskan Islam.
Dengan demikian, dari pelaksanaan waris masyarakat seharusnya memakai sistem yang
berasal dari hukum Islam sebagai agama dan keyakinannya. Akan tetapi di dalam maysarakat
yang berkembang sebuah sistem kewarisan adat yang berbeda dengan yang di dalam
kewarisan Islam dimasna harta waris di wareiskan ke pada kaum perempuan secara kolektif.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan
dengan mengamati, memahami serta medeskripsikan suatu kejadian dengan analisis secara
utuh, dalam hal ini data tentang sistem kewarisan adat.

Bentuk kebijakan hukum dalam pembagian harta warisan, dalam mazhab Hanafiah
juga berkembang bentuk kebijakan hukum lain yang disebut takharuj. Ahmad Hasari
menjelaskan bahwa istilah takharuj adalah ketenangan yang diperoleh para ahli waris
sehingga sebagian dari mereka pergi dengan cara menarik diri dari mendapatkan bagian harta
warisannya.

Dan dengan menukarkan apa yang diperoleh dari sebagian harta peninggalan ahli
waris dari harta pribadinya atau harta peninggalan penerima, maka ahli waris akan
memberikan haknya atas harta peninggalannya dan menyerahkannya kepada yang berhak
menerimanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
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